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ABSTRAK 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

 (Studi Pada Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru) 

 

Mikael Andaresta Ginting 

218400049 

Bidang Hukum Kepidanaan 

Tindak Pidana perdagangan orang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan 
yang dilakukan oleh subjek hukum baik yang dilakukan oleh pelaku dalam Negeri 
maupun jaringan internasional. Terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan 
orang maka tentu diperlukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak 
pidana perdagangan orang sebagai upaya preventif dan represif. Dalam penelitian 
ini akan menganalisis lebih jauh tindak pidana perdagangan orang dengan masalah 
yang akan dianalisis yaitu Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana 
perdagangan orang di Indonesia, Bagaimana hambatan dalam proses penegakan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diwilayah hukum 
Kepolisian Daerah Riau dan Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah 
Riau  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan 
pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang diatur 
didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada Pasal 2 hingga Pasal 18. 
Hambatanhambatan yang dialami yaitu luas perairan yang tidak dapat dijangkau, 
korban dan pelaku menutupi informasi, tidak mengetahui identitas pelaku, 
penghancuran barang bukti oleh pelaku dan penggunaan akun palsu untuk 
mengelabui Kepolisian oleh pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang, 
sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah melalui tindak preventif 
dan represif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tindakan preventif 
berupa kerjasama antar lembaga seperti BP3MI dan penyuluhan hukum atau 
sosialisasi hukum sedangkan tindakan represif adalah penangkapan terhadap pelaku 
tindak pidana perdagangan orang. 
 
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Orang. 
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ABSTRACT 

Law Enforcement Against Human Trafficking Perpetrators In The Riau 

Regional Police Jurisdiction. 

(Study At The Pekanbaru Regional Police Office) 

 

Mikael Andaresta Ginting 

218400049 

Field of Criminal Law 

The crime of human trafficking is a crime against humanity committed by 
legal subjects, whether by domestic perpetrators or international networks. Against 
the crime of human trafficking, law enforcement is certainly needed against every 
perpetrator of human trafficking as a preventive and repressive effort. In this study, 
the crime of human trafficking will be further analyzed with the problems to be 
analyzed, namely How is the legal regulation of human trafficking in Indonesia, 
What are the obstacles in the process of law enforcement against perpetrators of 
human trafficking in the jurisdiction of the Riau Regional Police and How are Law 
Enforcement Efforts Against Perpetrators of Human Trafficking in the jurisdiction 
of the Riau Regional Police. The method used in this study is juridical-normative 
with a statutory and literature approach. The results of this study indicate that the 
legal provisions for the crime of human trafficking are regulated in Law Number 
21 of 2007, in Articles 2 through 18. Obstacles encountered include inaccessible 
waters, victims and perpetrators withholding information, ignorance of the 
perpetrators' identities, destruction of evidence by perpetrators, and the use of fake 
accounts to deceive the police. Meanwhile, law enforcement efforts are carried out 
through preventive and repressive measures against perpetrators of human 
trafficking. Preventive measures include collaboration between institutions such as 
the Indonesian Migrant Workers' Association (BP3MI) and legal counseling or 
outreach, while repressive measures include arrests of perpetrators of human 
trafficking. 
 
Keywords: Law Enforcement, Crime, Human Trafficking. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan 

luar biasa yang secara nyata merendahkan harkat dan martabat manusia. 

Undang‑Undang Dasar 1945 menempatkan perlindungan warga negara sebagai 

amanat konstitusional, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi dan perbudakan 

modern yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.1 

Tindak pidana perdagangan orang atau dalam istilah bahasa inggris disebut dengan 

human trafficking adalah suatu perbuatan yang melibatkan perekrutan, 

pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan 

menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan, atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi seperti eksploitasi seksual, 

kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh secara ilegal2. 

Dimana perdagangan orang ini bermodus menjanjikan pekerjaan yang 

bagus dan ini dialami oleh kalangan Perempuan dan anak, tindak pidana 

perdagangan orang ini semakin meningkat di zaman sekarang ini. Perdagangan 

orang (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru tetapi sudah merupakan 

masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara 

tepat baik oleh pemerintahan maupun pihak kepolisian khususnya diwilayah 

                                                 
1Pakaya, Salahudin dan Ismet Hadi. “Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak 

Asasi Manusia Dalam Konstitusi” At-Tanwir Law Review Vol. 3 No. 1. (April, 2023) Hal. 110. 
2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 
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pekanbaru yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia 

tersebut.  Dengan terdapatnya pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa semua warga negara, 

termasuk korban perdagangan orang, berhak atas perlindungan hukum dan 

keadilan. Maka, negara melalui lembaga kepolisian wajib menegakkan hukum 

terhadap para pelaku TPPO demi memenuhi prinsip keadilan hukum yang setara.3 

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda” Pasal 

ini menjadi dasar perlindungan terhadap korban TPPO yang mengalami 

pelanggaran berat terhadap integritas dan martabat diri. Aparat kepolisian wajib 

menjamin hak-hak tersebut melalui tindakan hukum yang responsif dan berbasis 

perlindungan korban pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Hak untuk hidup, 

hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak dalam hal apapun.” 

Perdagangan orang sebagai bentuk eksploitasi dan perbudakan modern melanggar 

hak yang bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi). Oleh karena itu, negara 

melalui Polri memiliki kewajiban mutlak untuk memberantas TPPO melalui 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku.  

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan 

hukum.” Ini menjadi dasar konstitusional langsung bagi Polri dalam melakukan 

                                                 
3Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 13/4/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mikael Andaresta Ginting - Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan ....



3 
 

penegakan hukum terhadap pelaku TPPO yang sering kali merupakan jaringan 

terorganisir dengan dampak luas terhadap keamanan sosial. 

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak 

terjadi dengan modus menjanjikan pekerjaan yang bagus tetapi malah menjadi 

korban tindak pidana banyak terjadi, dan dialami oleh kalangan Perempuan dan 

anak anak, dampak yang dialami para korban perdagangan manusia beragam, 

umumnya masuk dalam jurang prostitusi (PSK), eksploitasi tenaga kerja dan 

sebagainya. Sedangkan dari sisi pelaku, umumnya dilakukan oleh agen penyalur 

tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif 

(iklan lowongan kerja) maupun dengan aktif (langsung ke rumah-rumah 

penduduk), merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan. Eksploitasi 

tenaga kerja ini menjerumuskan para tenaga kerja pada sistem kerja tanpa upah 

yang jelas, tanpa ada syarat-syarat kerja, tanpa ada perlindungan kerja, dan 

sebagainya, layaknya kerja paksa hasil studi Internasional Labour Organization 

kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui di Negara-Negara berkembang yang 

memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah 

penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang.4 

Modus umum TPPO adalah merekrut korban melalui tipu daya atau bujuk 

rayu dengan iming-iming pekerjaan layak, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Setelah sampai di tempat tujuan, korban kerap kali dipaksa bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga (PRT), pekerja seks komersial, buruh pabrik, anak jalanan, 

hingga pengemis, dengan kondisi kerja yang eksploitatif dan tanpa perlindungan 

                                                 
4Paul Sinlaeloe, Human Trafficking Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2024). Hal. 2.  
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hukum yang memadai.5 Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) sebagian besar korban TPPO yang dikirim ke luar negeri 

dieksploitasi di sektor domestik dan sektor informal lainnya tanpa kontrak kerja 

yang jelas dan sering kali bekerja secara illegal.6 

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, TPPO termasuk dalam kategori 

kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampak luas yang 

ditimbulkannya terhadap korban dan masyarakat luas.7 Dari perspektif hukum 

pidana, TPPO merupakan delik yang memiliki karakteristik khusus karena 

melibatkan lebih dari satu yurisdiksi (transnasional), bersifat terorganisir, dan 

memiliki unsur eksploitasi yang kompleks. Hal ini menuntut pendekatan hukum 

pidana yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan restoratif. Dalam sistem 

hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap korban perdagangan orang telah 

mengalami perkembangan, termasuk dengan diaturnya dalam ketentuan khusus di 

luar KUHP yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun penting untuk meninjau 

bagaimana eksistensi tindak pidana perdagangan orang dilihat dari perspektif 

KUHP sebagai hukum pidana positif utama yang menjadi acuan dasar penegakan 

hukum pidana di Indonesia. 

Secara historis KUHP (Wetboek van Strafrecht) yang merupakan 

peninggalan kolonial Belanda tidak secara eksplisit menggunakan istilah 

“perdagangan orang” Namun beberapa ketentuan dalam KUHP memuat unsur-

                                                 
5BP2MI, Laporan Data Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022, Jakarta: 

BP2MI, 2022, Hal. 17.  
6Ibid.  
7Lilik Mulyadi, Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM, (Bandung: 

Mandar Maju, 2013). Hal. 23. 
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unsur yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari TPPO seperti pasal-pasal 

tentang perbudakan (Pasal 297), kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 296), dan 

pasal-pasal tentang penculikan (Pasal 328-330). Pasal 297 KUHP menyebutkan 

secara eksplisit larangan terhadap perdagangan perempuan dan anak-anak, dengan 

ancaman pidana penjara selama-lamanya enam tahun Namun, rumusan ini sangat 

terbatas karena hanya mencakup perdagangan perempuan dan anak-anak untuk 

tujuan pelacuran, tanpa memperhatikan bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa 

atau pengambilan organ tubuh. Selain itu pendekatan KUHP yang masih bersifat 

klasik tidak cukup menjawab kompleksitas kejahatan perdagangan orang modern 

yang bersifat lintas negara dan terorganisir. 

Untuk menutup kekosongan hukum tersebut Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hadir 

sebagai lex specialis. Dalam undang-undang ini, TPPO didefinisikan secara lebih 

luas, yakni mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau 

penerimaan orang dengan berbagai cara untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup berbagai 

bentuk, antara lain: 

1. Eksploitasi seksual 

2. Kerja paksa atau pelayanan paksa 

3. Pengambilan organ atau jaringan tubuh 

4. Perbudakan 

5. Praktik serupa perbudakan 

Seiring perkembangan hukum pidana nasional, KUHP baru (Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 
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akhirnya mengakomodasi definisi TPPO secara lebih komprehensif. Dalam Pasal 

467 ayat (1) KUHP baru disebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang, dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, 

penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, 

penjeratan utang, atau cara lain yang sejenis, untuk tujuan eksploitasi, dipidana 

karena perdagangan orang”8. Penjelasan pasal 467 KUHP baru menyebut bahwa 

yang dimaksud dengan eksploitasi meliputi : 

a. Eksploitasi seksual 

b. Kerja paksa 

c. Pengambilan organ tubuh 

d. Perbudakan 

e. Bentuk Eksploitasi Lainnya 

Dengan pengaturan dalam Undang undang Nomor 21 tahun 2007 dan 

KUHP baru 2023, hukum pidana Indonesia kini telah secara eksplisit memasukkan 

kerja paksa dan pengambilan organ tubuh sebagai bentuk dari TPPO. Hal ini 

merupakan kemajuan penting dalam perlindungan terhadap korban serta 

pemberantasan kejahatan transnasional yang kompleks. Penanggulangan TPPO 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum 

dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan 

                                                 
8Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 

467 ayat (1). 
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orang. Perdagangan orang dengan penyelendupun orang adalah dua aspek yang 

berbeda:9 

Aspek Penyeludupan orang Perdagangan orang 

Persetujuan Manusia yang diselundupan 

menyadari proses penyeludupan 

termasuk keseluruhan proses 

konsekuensinya. Terdapat peran 

aktif manusia yang diselundupkan 

untuk membeli jasa penyelundupan 

dari pelaku penyelundupan manusia 

Orang yang diperdagangkan 

tidak menyadari 

keseluruhan proses 

perdagangan orang tersebut 

atau bisa disebut ditipu oleh 

pelaku 

Tujuan  Orang yang diseludupkan bisa 

memilih negara tujuannya secara 

bebas dan mereka tau proses dan 

tujuan yang terjadi 

Terjadi eksploitasi terhadap 

korban. ekploitasi bisa 

dalam bentuk bisa terjadi 

sejak korban berada dalam 

penampungan 

Hubungan 

dengan 

pihak 

terlibat 

Kesepakatan antara manusia yang 

akan diseludupkan dengan pelaku 

penyeludupan berlaku dari wilayah 

awal sampe negara akhir. 

Kesepakatan antara korban 

dengan pelaku bisa saja 

tidak pernah terjadi. 

wilayah Antar negara atau bisa disebut 

antara negara awal pindah tanpa 

Bisa dalam wilayah suatu 

negara saja atau bisa juga 

melibatkan wilayah antar 

                                                 
9Rizkan Zulyadi, Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Ancaman Bagi Kedaulatan Bangsa 

Indonesia(Penerbit CV: Dharma Persada Padang 2016). Hal. 134. 
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proses imigrasi yang tidak sesuai 

dengan proses. 

negara dengan proses 

imigrasi yang tidak tepat 

tetapi ada juga yang tepat 

dan suatu saat dokumen 

keimigrasian 

disalahgunakan 

 

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan 

terjadinya TPPO. Posisi geografis Riau yang berbatasan langsung dengan negara-

negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta adanya jalur laut yang 

terbuka, menjadikan wilayah ini rentan menjadi daerah transit maupun tujuan 

perdagangan orang10. Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, 

dan rendahnya pendidikan turut memperbesar kerentanan masyarakat terhadap 

praktik eksploitasi yang dilakukan oleh sindikat perdagangan orang. Penegakan 

hukum dalam konteks TPPO tidak hanya mencakup aspek represif berupa 

penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut aspek 

preventif dan perlindungan korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas mengatur 

tentang kewajiban aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk melakukan 

penyelidikan dan penyidikan secara profesional serta memberikan perlindungan 

maksimal kepada korban.11 

                                                 
10 BPS Riau, Potensi Wilayah Provinsi Riau, 2022. 
11UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 57–59 Tentang Peran Kepolisian, Jaksa, dan Hakim dalam 

proses hukum TPPO. 
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UU TPPO mendefinisikan TPPO secara luas sebagai tindakan eksploitasi 

yang dilakukan melalui berbagai cara termasuk kekerasan, ancaman, penipuan, atau 

penyalahgunaan posisi rentan Pasal 1 angka 1 UU TPPO menyatakan “tindak 

pidana perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi.” 

1) Bentuk Eksploitasi. 

Eksploitasi yang dimaksud dalam undang-undang ini mencakup berbagai 

bentuk kejahatan terhadap kemanusiaa penjelasan Pasal 1 UU TPPO 

menjelaskan bahwa eksploitasi mencakup: 

A) Eksploitasi seksual. 

B) Kerja paksa atau pelayanan paksa. 

C) Perbudakan atau praktik serupa perbudakan. 

D) Pengambilan organ tubuh atau jaringan tubuh. 

E) Pemerasan, dan lainnya. 

2) Unsur Tindak Pidana. 

Tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang ini memiliki tiga 

unsur utama yaitu: 

a. Tindakan: seperti merekrut, mengangkut, menampung, mengirim 
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b. Cara: dengan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan, dll. 

c. Tujuan: eksploitasi dalam bentuk apa pun. 

3) Sanksi Pidana. 

UU TPPO mengatur pidana penjara yang berat bahkan diperberat jika 

korban adalah anak-anak. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menyebutkan “Setiap 

orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak 

Rp. 600.000.000,00”. Jika korbannya anak, maka ancaman pidana dapat 

ditingkatkan menjadi minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. 

4) Peran Aparat Penegak Hukum. 

Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk 

menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara TPPO dengan cara yang adil 

dan berpihak pada korban. Pasal 57-59 UU TPPO menyebutkan bahwa: 

a. Penyidik adalah Polisi dan PPNS 

b. Harus ada koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. 

c. Penyidik wajib melindungi korban selama proses hukum. 

5) Perlindungan dan Hak Korban. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang memberi perhatian khusus pada perlindungan 

dan pemulihan korban, termasuk hak atas: 

A. Rehabilitasi medis dan sosial. 

B. Pemulangan ke daerah asal. 
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C. Pendampingan hukum. 

D. Ganti kerugian (restitusi). 

Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum TPPO di Riau Berdasarkan UU 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Kepolisian Daerah Riau (Polda 

Riau), memiliki tugas pokok dan fungsi utama dalam penegakan hukum, termasuk 

terhadap kejahatan TPPO. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 13 

yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

2. Menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat.12 

Penegakan hukum dalam konteks TPPO adalah bagian dari tugas reserse 

kriminal kepolisian. Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002, polisi 

berwenang melakukan penyidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Artinya, 

dalam konteks TPPO di wilayah Riau, aparat kepolisian memiliki kewenangan 

utama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perdagangan 

orang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO secara eksplisit menyebut bahwa 

penyidik utama TPPO adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) “Penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan 

orang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemberantasan tindak pidana 

                                                 
12Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pasal 13. 
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perdagangan orang. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Pidana 

Indonesia, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya terletak pada aspek 

normatif hukum, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam 

menerjemahkan undang-undang menjadi tindakan nyata yang efektif di lapangan.13 

Sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga 

Rampai Kebijakan Hukum Pidana, upaya penegakan hukum harus dilakukan 

dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi antara aparat hukum, masyarakat, dan 

lembaga sosial.14 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan 

pelanggaran serius yang melibatkan eksploitasi terhadap individu, terutama anak-

anak dan perempuan. TPPO tidak hanya merenggut kebebasan korban tetapi juga 

menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Dalam konteks Indonesia, 

perlindungan terhadap kelompok rentan ini diatur secara khusus melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan guna memastikan hak-hak mereka terlindungi 

secara maksimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak memberikan payung hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak dari 

berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk perdagangan orang.15 

Sementara itu, perlindungan perempuan juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.16 Namun, dalam praktiknya, 

penegakan hukum terkait TPPO masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari 

                                                 
13Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 73. 
14Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Yogyakarta: FH UII Press, 

2008). Hal. 111. 
15Subekti, Perlindungan Hukum Anak di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019). Hal. 45. 
16Rachmawati, Perlindungan Hukum bagi Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). 

Hal. 112.  
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lemahnya koordinasi antar lembaga hingga kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai hak-hak korban. Hal ini menyebabkan perlindungan yang seharusnya 

diberikan kepada anak dan perempuan seringkali tidak optimal, sehingga mereka 

tetap rentan menjadi korban perdagangan manusia.17 

Selama ini, pelaku TPPO menggunakan modus-modus berupa penculikan, 

bujuk rayu, jeratan hutang, pemalsuan identitas, hingga penipuan melalui media 

sosial. Mayoritas kasus TPPO yang terjadi di Indonesia mencakup eksploitasi 

ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjualbelikan. TPPO 

telah menjadi kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Namun 

realitanya, ketersediaan data mengenai TPPO di Indonesia masih relatif minim. 

Terlebih lagi, kondisi penanganan TPPO di Indonesia selama ini hanya fokus pada 

korban, bukan fokus pada pencegahan.  

Pencegahan dan penanggulanggan tindak pidana perdagangan adalah salah 

satu tindakan yang sangat fundamental yang harus dilakukan olah aparat penegak 

hukum melalui penegakan hukum dan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak 

pidana perdagangan orang sebagai bentuk reaksi dari tindakan para pelaku TPPO. 

Dalam doktrin hukum pidana salah tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku adalah 

untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama dengan pelaku yang berbeda dan 

menimbulkan efek jerah kepada pelaku yang telah dijatuhi pidana. Pemidanaan 

menjadi upaya yang terakhir yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum 

(ultimum remedium) sebab tindakan pencegahan menjadi sangat esensial untuk 

                                                 
17Andi Hamzah, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). Hal. 78. 
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dilakukan sebelum adanya perbuatan atau tindak pidana perdagangan orang.18 Jika 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang pengaturan penjatuhan pidana kepad pelaku 

tindak pidana perdagangan orang diatur pada Pasal 2 hingga Pasal 24 dengan 

berbagai unsur yang disebutkan dalam substansi pasal tersebut.  

Namun perlu diingat bahwa hukum dalam arti normatif atau positif adalah 

benda tertulis hitam diatas putih yang tidak dapat berbicara dan bergerak melainkan 

diimplementasikan oleh aparat penegak hukum sebagai representasi dari Negara itu 

sendiri, oleh sebab itu penjatuhan pidana atau pemidanaa terhadap pelaku tindak 

pidana haruslah dipadanankan dengan perbuatan konkrit pelaku tindak pidana 

supaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana perdagangan 

orang benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan 

Negara dengan harapan bahwa kejahatan tindak pidana perdagangang orang dapat 

menurun secara signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis 

akan melakukan pengkajian dan penelitian lebih mendalam perihal penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana perdaganggan orang melalui penulisan 

skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang diwilayah Hukum Kepolisian  Daerah Riau (Studi Pada Kantor 

Kepolisian Daerah Pekanbaru). 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan skripsi sebagai 

bentuk dari pembatasan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia? 

                                                 
18Ibid.  

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 13/4/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mikael Andaresta Ginting - Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan ....



15 
 

2. Bagaimana Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau? 

3. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengaturan hukum tindak pidana 

perdagangan orang di indonesia. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Orang diwilayah hukum kepolisian daerah Riau. 

3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum yang berkonsentrasi pada 

bidang hukum pidana khususnya pembahasan terkait pemidanaan dan 

perdagangan orang, serta diharapkan menjadi sumber referensi bagi penulis-

penulis berikutnya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi semua pihak terutama masyarakat agar 

lebih memahami pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan 

orang. 
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b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran melalui penulisan skripsi ini 

kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, baik dalam pencegahan 

dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. 

c. Sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerintahan agar lebih 

memfokuskan dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

perdagangan orang sebagai bentuk dari upaya penegakan hukum tindak 

pidana perdagangan orang di Indonesia. 

1.5.  Keaslian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi 

dan penelusuran kepustakaan pada perpustakan Universitas Medan Area belum ada 

penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul 

skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain: 

1. Abdul Razzaq-Universitas Medan Area pada tahun 2024 yang berjudul 

Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/PN Mdn). Adapun 

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 

a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberian restitusi bagi korban 

tindak pidana perdagangan orang? 

b. Apa faktor penyebab tidak diberikanya restitusi bagi korban tindak pidana 

perdagangan orang? 

c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 

614/Pid.Sus/PN Mdn? 
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2. Ridha Sari Armaniza-Universitas Medan Area pada tahun 2013 yang berjudul 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang 

(Human Trafficking) (Studi Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN Mdn). 

Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini: 

a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 

human trafficking?  

b. Bagaimana penyebab meningkatnya masalah perdagangan anak? 

c. Bagaimana tindakan yang diberikan pemerintah bagi anak sebagai korban 

perdagangan orang (human trafficking)? 

3. Lisana Dewi Sidqin Tekualu-Universitas Medan Area pada tahun 2019 yang 

berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan 

dan Anak (Trafficking). (Studi Pengadilan Negeri Medan). Adapun 

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 

a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang? 

b. Bagaimana penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap 

pelaku kejahatan perdagangan orang? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional inti dan arti penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantakan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut disebutkan bahwa 

penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, 

cita, yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita 

hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut 

harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata, eksistensi hukum diakui apabila 

nilai-nilai moral yang  terkandung pada hukum tersebut mampu diimplementasikan 

atau tidak.19 

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga 

ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Dalam konteks negara hukum, segala tindakan warga negara maupun 

aparat pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, 

penegakan hukum menjadi pilar utama dalam mewujudkan supremasi hukum yang 

adil dan tidak diskriminatif. Tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten, maka 

                                                 
19Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Pertama, 

Cetakan Keempatbelas (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). Hal. 7. 
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hukum hanya akan menjadi norma tertulis tanpa kekuatan mengikat dalam 

praktiknya. 

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses atau usaha 

untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum oleh setiap warga negara, aparat 

penegak hukum, dan institusi negara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan 

hukum tidak hanya berarti menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga 

menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. 

Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu linier, melainkan seringkali 

kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya hukum, struktur 

sosial, dan politik kekuasaan yang dominan.20 

Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bambang Waluyo menyebutkan 

bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai instrumen justice dalam 

menjamin perlindungan hak warga dan asas supremasi hukum.21 Koordinasi antar 

Lembaga polisi, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan adalah 

kunci efektifitas penegakan hukum. Edi Setiadi dan Kristian menyatakan bahwa 

sistem peradilan pidana terpadu harus berjalan sinergis agar proses hukum tidak 

fragmentatif dan lebih responsif terhadap keadilan substantif.22 Penegakan hukum 

juga melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga 

pelaksanaan putusan pengadilan.  

                                                 
20Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009). 

Hal. 23  
21Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ulang 

2022). Hal. 106.  
22Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2017). Hal. 135-136. 
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Setiap tahap tersebut harus dijalankan dengan penuh integritas dan 

profesionalisme agar hasilnya dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat 

sebagai cerminan keadilan. Selain itu efektivitas penegakan hukum sangat 

dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat 

memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka cenderung mematuhi 

aturan hukum sehingga memudahkan proses penegakan hukum oleh aparat penegak 

hukum. Penegakan hukum juga harus memenuhi tiga unsur utama dalam sistem 

hukum yang baik: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya tidak 

dapat dipisahkan dan harus diimplementasikan secara seimbang agar hukum tidak 

menjadi alat kekuasaan, tetapi sebagai pelindung hak dan kepentingan masyarakat. 

Dari perspektif sosiologis, keberhasilan penegakan hukum juga sangat ditentukan 

oleh budaya hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka 

penegakan hukum menjadi tidak efektif, meskipun sistem dan aparat sudah tersedia. 

Oleh karena itu, reformasi hukum harus melibatkan pendekatan struktural dan 

kultural secara bersamaan. 

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi 

oleh lima faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana atau prasarana, 

masyarakat, dan budaya hukum. Jika salah satu dari kelima unsur ini lemah, maka 

penegakan hukum akan pincang. Misalnya, hukum yang baik sekalipun akan gagal 

jika aparatnya korup atau masyarakat tidak peduli terhadap hukum. Penegakan 

hukum di Indonesia kerap diwarnai masalah serius seperti korupsi aparat, 

kriminalisasi, intervensi politik, serta lemahnya sistem pengawasan internal. 

Fenomena “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menggambarkan bagaimana hukum 
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bisa menjadi alat kekuasaan yang tidak adil. Praktik mafia peradilan dan 

penyalahgunaan kewenangan juga masih menjadi kendala besar. 

2.1.2. Dasar Hukum 

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjamin tegaknya 

keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara. Di Indonesia, penegakan hukum 

tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum 

dihargai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai negara hukum, 

Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan secara 

eksplisit dalam konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah 

negara hukum” (Pasal 1 ayat (3). Artinya, seluruh penyelenggara kekuasaan dan 

warga negara tunduk pada hukum. Ketentuan ini memberikan legitimasi terhadap 

keberadaan dan kewajiban sistem hukum untuk ditegakkan. Oleh karena itu, segala 

bentuk penegakan hukum harus berpedoman pada asas legalitas dan tidak boleh 

dilakukan secara sewenang-wenang. 

Dalam konteks hukum pidana, dasar hukum penegakan hukum dituangkan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil, 

serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ukum formil. 

KUHP mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana 

dan sanksi yang menyertainya. Sementara itu, KUHAP mengatur prosedur dalam 

penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga 

eksekusi putusan pengadilan.23 Penegakan hukum juga menyangkut lembaga-

                                                 
23Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

memberikan dasar hukum bagi Polri untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana 

fungsi penegakan hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta 

pelindung dan pengayom masyarakat. Polri memiliki kewenangan dalam tahap 

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. 

Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Kejaksaan juga memiliki 

kewenangan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum serta penegakan hukum 

di luar proses peradilan pidana.24 Lembaga pengadilan sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini ditegaskan 

bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan dilaksanakan oleh Mahkamah 

Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Tujuannya 

adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil, tidak memihak, dan 

berdasarkan hukum yang berlaku.25 

Dalam melaksanakan penegakan hukum, perlindungan terhadap hak asasi 

manusia (HAM) juga menjadi pertimbangan penting. Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara 

memiliki hak atas perlindungan hukum dan keadilan yang setara didepan hukum. 

                                                 
24Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia.  
25Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Hal ini menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan tugas secara 

prosedural, tetapi juga substansial, dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. 

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi penerapannya oleh aparat dan 

lembaga terkait. Oleh karena itu, dasar hukum penegakan hukum harus menjadi 

pijakan yang kuat dalam setiap proses hukum agar tidak terjadi penyimpangan atau 

pelanggaran wewenang. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran dalam 

mendukung penegakan hukum melalui partisipasi aktif, seperti melaporkan tindak 

pidana, memberi kesaksian, atau melakukan pengawasan terhadap proses hukum. 

Partisipasi ini memiliki legitimasi hukum dalam berbagai peraturan, termasuk 

dalam asas keterbukaan informasi publik dan prinsip check and balance dalam 

negara hukum.  

Dengan demikian, dasar hukum penegakan hukum di Indonesia tidak hanya 

terbatas pada satu regulasi, tetapi bersifat sistemik dan menyeluruh. Tujuan 

akhirnya adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak 

konstitusional warga negara melalui penegakan hukum yang adil, tegas, dan 

akuntabel. Penegakan hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat konstitusi maupun 

undang-undang organik. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan utama, terutama 

dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum” Ketentuan ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan dan warga 

negara harus tunduk pada hukum, dan hukum harus ditegakkan untuk menjamin 

ketertiban, keadilan, dan kepastian. 
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2.1.3. Jenis Penegakan Hukum 

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum penegakan hukum maka terdapat 

juga jenis-jenis penegakan hukum, Penegakan hukum merupakan upaya untuk 

menjamin kepatuhan terhadap norma-norma hukum melalui tindakan yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Secara umum, 

penegakan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut: 

1) Penegakan Hukum Preventif (Pencegahan) 

Penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran 

hukum dengan cara memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, 

melakukan sosialisasi peraturan, serta menciptakan sistem pengawasan yang 

efektif.  

2) Penegakan Hukum Represif (Penindakan) 

Penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan 

cara memberikan sanksi kepada pelanggar. Ini mencakup proses peradilan 

pidana, perdata, atau administratif. 

Contoh: Penangkapan pelaku tindak pidana, proses persidangan, dan 

pemidanaan. 

3) Penegakan Hukum restoratif. 

Penegakan hukum restoratif mengedepankan pemulihan hubungan antara 

pelaku, korban, dan masyarakat dengan pendekatan mediasi. Pendekatan ini 

dianggap lebih humanis dan cocok diterapkan pada perkara yang bersifat 

ringan atau non-kekerasan. 

Pendekatan lain yang semakin dikembangkan adalah restorative justice. 

Penegakan hukum restoratif mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, 
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korban, dan masyarakat dengan pendekatan mediasi. Pendekatan ini dianggap lebih 

humanis dan cocok diterapkan pada perkara yang bersifat ringan atau non-

kekerasan. Namun, implementasi penegakan hukum di Indonesia sering kali 

menghadapi kendala serius. Salah satunya adalah diskriminasi hukum yang ditandai 

dengan perlakuan berbeda antara masyarakat kecil dan kelompok elite26. Hukum 

sering kali dipersepsikan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 

Implementasi ketiga bentuk penegakan hukum tersebut tidak selalu berjalan 

mulus di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan 

hukum, seperti integritas aparat hukum, budaya hukum masyarakat, serta sistem 

dan mekanisme penegakan hukum yang ada. Misalnya, aparat penegak hukum yang 

korup atau tidak profesional dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi tajam 

ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga menimbulkan ketidak adilan. Pemerintah 

perlu melakukan pembenahan berkelanjutan melalui regulasi yang responsif, 

pelatihan aparat, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum. Selain itu, 

harmonisasi antara hukum negara dan nilai lokal (kearifan lokal) bisa menjadi 

pendekatan yang efektif untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela. 

2.1.4. Pihak Yang Terlibat Dalam Penegakan Hukum 

Setelah kita mengetahui bentuk atau jenis dari penegakan hukum maka dari 

itu kita lanjut kepihak pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Penegakan 

hukum merupakan proses penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan 

mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial. Dalam 

pelaksanaannya, penegakan hukum tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan 

berbagai aktor yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, 

                                                 
26 Komnas HAM, Laporan Tahunan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, 2023. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 13/4/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)13/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mikael Andaresta Ginting - Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan ....



26 
 

memahami pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum menjadi hal krusial 

agar proses hukum berjalan efektif dan berkeadilan. 

Pertama, aparat kepolisian merupakan pihak utama yang berfungsi sebagai 

penyidik dan penindak pelanggaran hukum. Polisi bertugas melakukan 

penyelidikan awal atas laporan masyarakat, menangkap pelaku, serta 

mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut.27 

Polisi merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat serta memastikan bahwa hukum ditegakkan. Kedua, kejaksaan 

memiliki peran sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Setelah 

penyidikan selesai, kejaksaan bertugas untuk menuntut terdakwa di pengadilan dan 

mengawasi pelaksanaan putusan Hakim.28 

Fungsi kejaksaan tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga meliputi 

pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan pemberian bantuan hukum dalam 

kasus tertentu. Ketiga, pengadilan sebagai lembaga yudikatif bertanggung jawab 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti yang 

diajukan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus independen dan 

bebas dari intervensi pihak manapun untuk menjamin keadilan dan kepastian 

hukum bagi semua pihak.29 Pengadilan merupakan lembaga terakhir dalam 

rangkaian penegakan hukum yang menentukan nasib para pihak.  

Keempat, advokat atau kuasa hukum juga menjadi pihak penting dalam 

penegakan hukum. Mereka memberikan bantuan hukum, pembelaan, dan 

                                                 
27Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2012). Hal. 35.  
28Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2014). Hal. 50.  
29Maria Farida Indrati, Hukum Acara Peradilan Pidana Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015). Hal. 75. 
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pendampingan kepada tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berjalan. 

Advokat menjamin hak-hak hukum warga negara terpenuhi dan proses hukum 

berjalan adil, terutama dalam menghadapi aparat penegak hukum.30 Selain itu, 

lembaga pemasyarakatan berperan dalam tahap pelaksanaan putusan hukum berupa 

pidana penjara. Lembaga ini bertugas mengelola narapidana sesuai dengan prinsip 

pemasyarakatan dan reintegrasi sosial agar mantan terpidana dapat kembali menjadi 

anggota masyarakat yang produktif. 

Di samping itu, lembaga pengawas internal seperti Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan Ombudsman juga berperan dalam mengawasi kinerja aparat 

penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan memastikan 

transparansi serta akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Namun, dalam 

praktiknya, koordinasi antar pihak-pihak tersebut sering kali mengalami berbagai 

kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, korupsi, dan kurangnya integritas 

yang menghambat penegakan hukum yang efektif dan adil. Oleh karena itu, 

diperlukan sinergi dan reformasi kelembagaan agar penegakan hukum dapat 

berjalan dengan baik dan profesional. Kesimpulannya, penegakan hukum di 

Indonesia melibatkan berbagai pihak mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, hingga lembaga 

pengawas. Sinergi dan peran aktif seluruh pihak tersebut sangat diperlukan untuk 

mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. 

Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayatt3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia 

adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud di sini berartiibahwa negara 

                                                 
30Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal. 82. 
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yang, menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 

tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan 

penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Secara 

konsepsional sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri 

dari Kepolisian, Jaksa, Advokat dan Hakim. 

Dalam proses penegakan hukum, subjek hukum yang paling utama adalah 

polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Permasalahan hukum di Indonesia dapat 

disebabkan oleh beberapa hal di antaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat 

hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun 

perlindungan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh 

penegak hukum itu sendiri, di mana uang dan kenalan bisa mempengaruhi hukum.31 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai 

delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata 

yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan 

sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, 

pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).” Apabila 

                                                 
31Candra, F. A dan Sinaga, F. J. “Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di 

Indonesia”. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 
1. No. 1. (Maret, 2021). Hal. 41.  
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diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah 

peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah 

strafbaarfeit.  

Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai 

suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau 

hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam 

menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia 

memiliki induk peraturan hukum pidana positif yakni KUHP. KUHP digunakan 

untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. 

KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk 

terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.  

Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (ultimum 

remedium) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana 

mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum 

pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.32Penilaian 

pidana berarti bahwa tindakan yang dimaksud dapat positif atau legatif Tindakan 

positif berarti melakukan sesuatu sedangkan tindakan negatif berarti tidak 

melakukan sesuatu kegagalan melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau 

kegagalan melakukan apa yang seharusnya dilakukan disebut kelalaian. Mengenai 

kejahatan, Moeljatno sama sekali tidak menyebutkan kesalahan atau tanggung 

jawab pidana. 

                                                 
32Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. Tindak Pidana Dalam KUHP. (2022). 
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Kesalahan adalah faktor penentu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban 

pidana tidak boleh dimasukkan dalam definisi tindak pidana. Namun menurut 

Moeljatno, pandangan yang mengaitkan kejahatan dan pertanggungjawaban pidana 

merupakan pandangan monistik yang dianggapnya sudah ketinggalan zaman. tidak 

dapat diatasi arti perbuatan, kejahatan, sudut pandang Moelyatno. Pemisahan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut juga aliran dualistik. 

Bandingkan dengan pengertian kejahatan menurut beberapa ahli hukum pidana 

Belanda sebagai berikut Enschede memberi definisi perbuatan pidana sebagai een 

menselijke handeling die binnen de reikwijdte van een strafbaar feit 

valt,onrechtmatig is en strafrechtelijk vervolgd kan worden (perilaku manusia yang 

sesuai dengan surat kejahatan adalah ilegal dan dapat ditegur).  

Definisi Enscheden yang disederhanakan mencakup tindakan kriminal dan 

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran 

terkait dengan aktivitas kriminal tetapi ilegal dan dapat dihukum sebagai bagian 

dari pertanggungjawaban pidana mutlak atas kesalahan. Jonkers mendefinisikan 

tindak pidana sebagai definisi singkat dan luas.33 Akhir dari sebuah tindak pidana 

adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu berupa penjatuhan pidana 

kepada pelaku. Pemidanaan dalam hukum indonesia adalah suatu mekanisme yang 

dilakukan oleh badan yang memiliki otoritatif untuk menjatuhkan pidana kepada 

seseorang yang melakukan tindak pidana, pemidanaan memiliki arti bahwa proses 

dimana seseorang menjalani tanggungjawab hukum atas perbutanya sendiri. 

Pemidanaan merupakan istilah lain dari penghukuman yang diberikan kepada 

                                                 
33Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis, Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana, (Medan: 

Pustaka Prima, 2023). Hal. 57. 
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seseorang atas perbuatanya. Menurut Sudarto yang dikutip Muladi dan Barda 

Nawawi Arif dalam buku teori-teori dan kebijkan pidana mengemukakan bahwa 

penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai 

menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumanya34 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan 

ataupun penghukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pelaku 

kejahatan, tujuan dari pemidanaan ini bukan untuk dendam kepada pelaku namun 

untuk membina dan memperbaiki kembali pelaku kejahatan agar tidak mengulangi 

kejahatan ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggra hukum. Dalam doktrin 

hukum pidana, teori-teori pemidanaan juga menjelaskan alasan penjatuhan pidana 

kepada seorang pelaku kejahatan. Berikut teori-teori yang dikenal dalam hukum 

pidana yaitu:35  

a. Teori pembalasan atau teori absolut (vergeldings theorieen).  
  

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan 

yang telah dilakukan, sehingga dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan 

untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya 

akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana 

tersebut.  

b. Teori tujuan/teori relatif (doeltheorieen).  
  

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan untuk 

memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan untuk 

memberikan manfaat dan melindungi masyarakat.  

                                                 
34Taufik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (Jakarta: PT. Sanggir Multi Usaha, 2022). Hal. 100. 
35Rafael Ariston Jona Situmorang “Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pemidanaan 

Dalam Sistem Pemasyarakatan” Jurnal Rectum, Vol. 4. No. 1. (Januari, 2022). Hal. 40.  
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c. Teori gabungan (veremigingstheorieen).  
  

Teori gabungan ini memadukan antara teori absolut dan teori tujuan atau relatif, 

sehingga pemikiran yang lahir dalam teori ini adalah disatu sisi menerapkan 

pembalasan kepada pelaku kejahatan dan sisi lain berusaha untuk memperbaiki 

pelaku kejahatan.  

Pemidanaan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum 

pidana yang berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang 

telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan 

norma yang ada. Salah satu dasar dari pemidanaan adalah perlindungan hukumnya 

itu sendiri untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama 

berupa perlindungan hukum yang dilakukan melalui pemidanaan bagi mereka yang 

menganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan agar ketertiban hukum dapat 

tercapai. Menurut Roeslan Saleh mengemukakan bahwa asas-asas hukum adalah 

atarun-aturan hukum yang berisikan nilai, sehingga dapat berfungsi didalam 

maupun diluar hukum positif, dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas 

hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positf.36  

Asas hukum yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai fundamentum dari 

sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap hukum positif. Berkaitan dengan 

sistem pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum pidana di indonesia maka 

dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih mengacu pada teori- 

teori yang dikemukakan diatas yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan, 

meskipun Indonesia mengunakan istilah sistem pemasyarakatan sebagaimana 

                                                 
36Umi Rozah Aditya, Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori 

Pemidanaan (Semarang: Pustaka Magister, 2015). Hal. 103.  
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dikemukakan oleh Sahardjo, tetapi bayang-bayang pembalasan terhadap seorang 

pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika masih terus diterapkan.  

2.2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana 

Dasar hukum tindak pidana di Indonesia berakar pada asas legalitas yang 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana 

kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah 

ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.” Asas ini menegaskan bahwa tidak ada 

pemidanaan tanpa aturan hukum sebelumnya (nullum delictum nulla poena sine 

lege)37. Asas ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan individu 

dan untuk mencegah kesewenang-wenangan negara dalam menjatuhkan 

hukumanTindak pidana merupakan fondasi dari sistem hukum pidana di Indonesia 

yang mengatur perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana.  

Dasar hukum tindak pidana memberikan legitimasi atas penindakan 

terhadap pelaku kejahatan oleh negara. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan 

pemidanaan dapat melanggar hak asasi manusia dan mencederai prinsip negara 

hukum38 Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk 

mengatur tata tertib masyarakat melalui pengaturan terhadap perbuatan yang 

dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dalam konteks negara hukum, 

pengaturan tindak pidana harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas agar tidak 

terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dasar hukum pidana menjadi 

sangat penting sebagai pijakan dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban 

umum39 

                                                 
37Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). Hal. 54. 
38Pujiyono, “Legitimasi Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum 

Ius Quia Iustum, Vol. 25. No. 1. (Juni, 2018). Hal. 32. 
39Ibid. 
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Prinsip paling mendasar dalam hukum pidana Indonesia adalah asas 

legalitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini 

menyatakan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah 

ditentukan dalam undang-undang sebelumnya. Hal ini menegaskan pentingnya 

kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHP baru yang 

disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 juga tetap mempertahankan asas ini sebagai 

dasar utama dalam hukum pidana nasional40. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) merupakan dasar hukum utama dalam penegakan hukum pidana di 

Indonesia. Seiring perkembangan zaman, KUHP warisan kolonial akhirnya 

diperbarui dengan disahkannya KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023. 

KUHP baru ini tidak hanya menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 

1945, tetapi juga mengakomodasi perkembangan teknologi dan globalisasi yang 

memunculkan bentuk-bentuk tindak pidana baru.41 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum 

utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, 

KUHP warisan kolonial akhirnya diperbarui dengan disahkannya KUHP Nasional 

melalui UU No. 1 Tahun 2023. KUHP baru ini tidak hanya menyesuaikan dengan 

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga mengakomodasi perkembangan 

teknologi dan globalisasi yang memunculkan bentuk-bentuk tindak pidana baru.42 

Selain KUHP, berbagai tindak pidana juga diatur dalam undang-undang 

khusus (lex specialis) seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

                                                 
40UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara 

Tahun 2023 Nomor 1. 
41UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara 

Tahun 2023 Nomor 1. 
42Enny Nurbaningsih, Perkembangan Legislasi Nasional dan Pembentukan KUHP Baru, 

(Jakarta: Setneg RI, 2020). Hal. 40. 
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Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 

31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Kehadiran undang-undang khusus ini menjadi bagian dari respons hukum 

terhadap kompleksitas kejahatan modern yang tidak tercakup dalam KUHP.43 

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dibangun atas prinsip legalitas, kodifikasi 

hukum melalui KUHP, dan pengaturan tambahan melalui undang-undang khusus. 

Pembaruan KUHP merupakan tonggak penting dalam memperkuat sistem hukum 

pidana nasional yang lebih adaptif dan berkeadilan. Namun, efektivitasnya tetap 

bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan transparan oleh aparat penegak 

hukum. 

2.2.3. Klasifikasi Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan 

diancam dengan sanksi pidana. Untuk memahami struktur hukum pidana secara 

utuh, penting untuk memahami bagaimana tindak pidana diklasifikasikan dalam 

sistem hukum pidana Indonesia. Klasifikasi ini berfungsi untuk membedakan 

tingkat keseriusan suatu perbuatan pidana serta prosedur hukum yang berlaku 

terhadapnya.44 Secara umum, KUHP mengelompokkan tindak pidana menjadi dua 

kategori besar, yaitu kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). 

Klasifikasi ini bukan hanya bersifat terminologis, tetapi juga memiliki implikasi 

hukum yang signifikan, seperti dalam hal penahanan, upaya hukum, dan jenis 

pemidanaan. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang lebih serius dan merusak 

kepentingan hukum yang fundamental, seperti nyawa, kehormatan, dan keamanan 

                                                 
43Barda Nawawi Arief, Masalah Aktual dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 

2019). Hal. 76. 
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negara. Sementara pelanggaran lebih bersifat administratif atau teknis, seperti 

pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum.45 

Kejahatan (misdrijven) dalam KUHP mencakup berbagai bentuk seperti 

pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362), penipuan (Pasal 378), dan 

pemerkosaan (Pasal 285). Jenis-jenis kejahatan ini melibatkan unsur kesengajaan 

atau niat jahat (mens rea) dari pelaku, yang menjadi dasar pertanggungjawaban 

pidana. Dalam sistem hukum pidana modern, terdapat pula pemisahan antara tindak 

pidana formil (berdasarkan perbuatan) dan tindak pidana materiil (berdasarkan 

akibat), yang sering kali tumpang tindih dalam penerapannya.46 Di samping 

klasifikasi tradisional dalam KUHP, muncul pula klasifikasi tindak pidana 

berdasarkan sifatnya, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak 

pidana internasional. Tindak pidana umum merujuk pada perbuatan melanggar 

hukum yang berlaku secara umum dan tercantum dalam KUHP. Sementara itu, 

tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar KUHP seperti UU 

Narkotika, UU ITE, dan UU Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana internasional 

meliputi kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan manusia, dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam konvensi internasional.47 

Klasifikasi tindak pidana juga dapat dilihat dari aspek objek hukum yang 

dilanggar, seperti kejahatan terhadap orang, harta benda, keamanan negara, 

kesusilaan, dan administrasi pemerintahan. Selain itu, terdapat klasifikasi 

berdasarkan cara melakukan, seperti tindak pidana aktif (dengan melakukan 

                                                 
45R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, (Jakarta: 

Politeia, Edisi Revisi, 2019). Hal. 45. 
46Enny Nurbaningsih, Op. Cit. Hal. 56. 
47Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Analisis Kritis terhadap Tindak 

Pidana Khusus dalam KUHP Baru, (Jakarta, 2023). 
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sesuatu) dan tindak pidana pasif (dengan tidak melakukan sesuatu yang 

diwajibkan). Pemahaman terhadap klasifikasi ini memudahkan proses peradilan 

pidana dalam hal penentuan unsur delik dan perumusan dakwaan oleh penuntut 

umum. Klasifikasi tindak pidana menjadi landasan penting dalam proses 

pemidanaan dan penegakan hukum. Dengan klasifikasi yang jelas, sistem hukum 

pidana dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan terukur. Oleh karena itu, 

pengetahuan tentang klasifikasi ini tidak hanya relevan bagi praktisi hukum, tetapi 

juga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan norma pidana yang adaptif 

terhadap dinamika masyarakat.48 

Sebagai Negara berdaulat dan diakui di dunia Internasional maka sudah 

sepatutnya segala aturan hukum yang diputuskan dalam tataran internasional 

haruslah juga diakui dan ratifikasi oleh Negara Indonesia sebagai bentuk 

kesepakatan dan pernyataan diri dalam tataran Internasional. Isu human trafficking 

seakan tidak pernah luput dari pembahasan dalam tataran Internasional sehingga 

pengaturan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang menjadi konsentrasi 

dan perhatian khusus Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia yang mengatur 

perihal tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimuatkan dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan 

Orang.  

Jika merujuk pada konsideran dari undang-undang tersebut maka terlihat 

bahwa semangat dari pembentukan undang-undang tersebut adalah perlindungan 

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap 

                                                 
48Indriyanto Seno Adji, “Reformasi Hukum Pidana dan Pengaruhnya terhadap Klasifikasi 

Tindak Pidana,” Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 1. (Juli, 2025). Hal. 34.  
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orang sehingga pada hakikatnya semangat pembentukan undang-undang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada akhirnya untuk mencegah 

dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang sebagai respon Negara 

terhadap pelanggaran hak asasi manusia Indonesia yang menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang.49 Pemahaman terkait perdagangan orang berkembang 

sesuai dengan perkembangan zaman sebab terdapat berbagai modus yang dilakukan 

para pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang sehingga 

perkembangan terhadap pemahaman tersebut menimbulkan perubahan terhadap 

bentuk dan kompleksitas terkait tindak pidana perdagangan orang.50 

Perdagangan orang dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

trafficking yang mana kata trafficking sendiri adalah kata awalan dari kata traffic 

yang memiliki konatasi negatif yaitu perbuatan yang bersifat atau berciri ilegal 

sehingga penambahan kata human (manusia atau orang) adalah pemenuhan 

terhadap subjek dari perbuatan trafficking sehingga secara lengkap disebut dengan 

istilah human trafficking artinya perdagangan manusia. Jika memahami secara 

sekilas merujuk pada kata perdagangan manusia maka makna yang paling 

sederhana manusia dijadikan alat atau barang yang kemudian diperjualbelikan 

dengan tujuan komersial.51 

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa 

                                                 
49Evanadya Izza Nurrahmah, dkk “Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang” Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol. 2. No. 9. (Juni, 2023). Hal. 16-
17. 

50Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Medan: Pustaka Prima, 2021). Hal. 14.  

51Ariella Gitta Sari, Harry Murty dan Hery Sulistyo “Tindak Pidana Perdagangan Manusia 
Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Internasional” Transparansi Hukum, Vol. 4. No. 1. (Desember, 
2020). Hal. 2. 
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“perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam Negara 

maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau membuat orang tereksploitasi. 

Kemudia Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi 

tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 

organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun 

immateril. 

Dari kedua substansi pasal tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan 

bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan seseorang yang untuk 

perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan yang didalamnya terdapat tindakan persetujuan maupun tidak 

setuju oleh korban yang pada akhirnya tujuan dari perdagangan orang ini bertujuan 

untuk tindakan eksploitasi dengan memperoleh manfaat materil dan immateril. 

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang 

2.3.1. Pengertian Perdagangan Orang 
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Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk 

kejahatan lintas negara yang sangat kompleks dan terorganisir. TPPO melibatkan 

berbagai bentuk eksploitasi terhadap manusia yang dilakukan secara sistematis, 

seringkali dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum atau melibatkan 

penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO 

adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang dieksploitasi”.52 

TPPO secara umum terdiri dari tiga unsur utama: tindakan, cara, dan tujuan. 

Unsur-unsur ini mengacu pada Protokol Palermo, yaitu Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang 

merupakan bagian dari United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime (UNTOC): 

1. Tindakan (Act): Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, 

atau penerimaan orang. 

2. Cara (Means): Ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran 

kepada pihak yang mengendalikan korban. 

                                                 
52Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat (1). 
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3. Tujuan (Purpose): Eksploitasi, termasuk namun tidak terbatas pada 

eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ, atau 

bentuk eksploitasi lainnya. 

Penanggulangan perdagangan orang telah menjadi perhatian global, 

terutama setelah disahkannya Protokol Palermo tahun 2000. Protokol ini menjadi 

dasar hukum internasional yang mengikat negara-negara pihak untuk mencegah dan 

menindak perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Indonesia 

merespons hal tersebut dengan mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 dan 

membentuk berbagai lembaga seperti Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan 

TPPO, yang berfungsi melakukan koordinasi lintas sektoral.53 

Berbagai faktor yang mendorong maraknya TPPO antara lain: 

A. Faktor ekonomi: Kemiskinan mendorong individu untuk mencari pekerjaan 

ke luar negeri tanpa perlindungan memadai. 

B. Kurangnya pendidikan dan informasi: Masyarakat yang minim informasi 

mudah diperdaya oleh modus perekrutan palsu. 

C. Permintaan tinggi terhadap tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual. 

D. Lemahnya sistem hukum dan pengawasan, termasuk praktik korupsi di 

lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan.54 

TPPO membawa konsekuensi serius, baik bagi korban secara individu 

maupun negara secara keseluruhan. Dampaknya antara lain: 

1) Kerugian fisik dan mental bagi korban, termasuk trauma berkepanjangan. 

2) Pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. 

                                                 
53Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pedoman Nasional 

Penanganan Korban Perdagangan Orang, (Jakarta: 2019). 
54IOM Indonesia, Laporan Tahunan Penanganan TPPO di Indonesia, 2022. 
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3) Meningkatnya beban negara dalam pemulihan korban dan proses hukum. 

4) Kerusakan sosial, seperti perpecahan keluarga dan komunitas.55 

Sebagai Negara berdaulat dan diakui di dunia Internasional maka sudah 

sepatutnya segala aturan hukum yang diputuskan dalam tataran internasional 

haruslah juga diakui dan ratifikasi oleh Negara Indonesia sebagai bentuk 

kesepakatan dan pernyataan diri dalam tataran Internasional. Isu human trafficking 

seakan tidak pernah luput dari pembahasan dalam tataran Internasional sehingga 

pengaturan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang menjadi konsentrasi 

dan perhatian khusus Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia yang mengatur 

perihal tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimuatkan dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan 

Orang. 

Jika merujuk pada konsideran dari undang-undang tersebut maka terlihat 

bahwa semangat dari pembentukan undang-undang tersebut adalah perlindungan 

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap 

orang sehingga pada hakikatnya semangat pembentukan undang-undang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada akhirnya untuk mencegah 

dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang sebagai respon Negara 

terhadap pelanggaran hak asasi manusia Indonesia yang menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang.56 Pemahaman terkait perdagangan orang berkembang 

sesuai dengan perkembangan zaman sebab terdapat berbagai modus yang dilakukan 

para pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang sehingga 

                                                 
55Komnas Perempuan, Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 2023. 
56Evanadya Izza Nurrahmah, dkk, Op. Cit. Hal. 16-17.  
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perkembangan terhadap pemahaman tersebut menimbulkan perubahan terhadap 

bentuk dan kompleksitas terkait tindak pidana perdagangan orang.57 

Perdagangan orang dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

trafficking yang mana kata trafficking sendiri adalah kata awalan dari kata traffic 

yang memiliki konatasi negatif yaitu perbuatan yang bersifat atau berciri ilegal 

sehingga penambahan kata human (manusia atau orang) adalah pemenuhan 

terhadap subjek dari perbuatan trafficking sehingga secara lengkap disebut dengan 

istilah human trafficking artinya perdagangan manusia. Jika memahami secara 

sekilas merujuk pada kata perdagangan manusia maka makna yang paling 

sederhana manusia dijadikan alat atau barang yang kemudian diperjualbelikan 

dengan tujuan komersial.58  

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa 

“perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam Negara 

maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau membuat orang tereksploitasi.  

Kemudia Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi 

                                                 
57Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra. Op. Cit. Hal. 14.  
58Ariella Gitta Sari, Harry Murty dan Hery Sulistyo, Op. Cit. Hal. 2.  
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tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 

organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun 

immateril. Dari kedua substansi pasal tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan 

bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan seseorang yang untuk 

perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan yang didalamnya terdapat tindakan persetujuan maupun tidak 

setuju oleh korban yang pada akhirnya tujuan dari perdagangan orang ini bertujuan 

untuk tindakan eksploitasi dengan memperoleh manfaat materil dan immateril.  

2.3.2. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Sebelumnya kita harus mengerti dan memahami pengertian dari tindak 

pidana. Tindak pidana ialah istilah yang mengandung arti suatu pengertian yang 

mendasar dalam ilmu hukum, istilah tersebut dibentuk berdasarkan kesadaran 

dalam memberikan ciri pada peristiwa tindak pidana. Tindak pidana ini memiliki 

arti yang abstrak dari segala peristiwa yang konkret dalam hukum pidana, maka 

dari itu tindak pidana harus diberikan pengertian yang bersifat ilmiah dan 

ditentukan secara jelas guna memisahkan dengan istilah yang digunakan sehari-

hari. 

Menurut pasal 3 huruf a Protocol Palermo, tindak pidana perdagangan 

orang ialah “perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan 

atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan 
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cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau 

tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk 

tujuan eksploitasi”. Untuk melancarkan tindak pidana perdagangan orang, pelaku 

menggunakan berbagai cara, misalnya diculik lalu kemudian dijual ketempat-

tempat pelacuran diluar negaranya, ada juga dari pihak keluarga mereka sendiri 

yang menjual karena percaya bahwa anak-anak mereka akan bekerja sebagai asisten 

rumah tangga atau menggunakan modus kawin kontrak dengan orang asing dan 

yang terakhir yaitu dengan menipu korban dan mengatakan bahwa akan 

dipekerjakan ditempat tertentu tetapi pada kenyataannya mereka dijual ketempat 

pelacuran. 

Fenomena tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak 

sudah lama berkembang dibeberapa negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, 

Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Tidak ada negara yang 

mampu bertahan kebal dari tindak pidana perdagangan orang yang setiap tahunnya 

diperkirakan ada 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang 

diperdagangkan secara internasional untuk dieksploitasi secara seksual.9 Tindak 

pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UndangUndang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) merupakan setiap 

tindakan yang memenuhi undur tindak pidana perdagangan orang.  

Pada pasal 2 ayat 1 UUPTPPO tersebut dikatakan bahwa “Tindak Pidana 

Perdagangan Orang ialah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
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member bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang 

mengendalikan atas orang lain, untuk tujuan pengeksploitasian orang tersebut di 

wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 

tahun dan denda pidana minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 

600.000.000,00.” 

Perdagangan orang (trafficking in persons) merupakan bentuk kejahatan 

yang kompleks dan memiliki banyak variasi modus serta tujuan eksploitasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan 

untuk tujuan eksploitasi.59 

Jenis-jenis perdagangan orang dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

eksploitasi, korban, dan modus operandi. Berikut beberapa jenis umum 

perdagangan orang. 

1. Perdagangan Anak. 

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk TPPO yang paling serius karena 

menyasar kelompok rentan. Anak dapat diperdagangkan untuk berbagai tujuan, 

seperti eksploitasi seksual komersial, pekerja anak, pengemis paksa, perekrutan 

militan, hingga perdagangan organ. 

2. Eksploitasi Seksual Komersial. 

                                                 
59Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (1). 
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Korban dipaksa atau diperdaya untuk melakukan kegiatan seksual demi 

keuntungan pihak lain. Eksploitasi ini termasuk prostitusi paksa, pornografi, 

atau kawin paksa, baik di dalam negeri maupun lintas negara 

3. Perdagangan untuk Tujuan Kerja Paksa. 

Korban dijanjikan pekerjaan namun kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi 

tidak manusiawi, dengan jam kerja berlebihan, gaji yang tidak dibayar, serta 

tanpa kebebasan untuk berhenti. Ini lazim terjadi pada sektor domestik, 

konstruksi, perikanan, dan pertanian.60 

4. Perdagangan Organ. 

Dalam bentuk ini, korban biasanya dipaksa atau ditipu untuk menyerahkan 

organ tubuh (seperti ginjal) kepada jaringan yang memperdagangkannya secara 

ilegal. Korban sering tidak mendapat perawatan medis yang layak setelah 

operasi.61 

5. Perdagangan untuk Tujuan Perkawinan Paksa. 

Perdagangan orang juga dapat terjadi dalam bentuk kawin paksa atau kawin 

kontrak, di mana perempuan (seringkali remaja) dijual atau dijodohkan kepada 

orang asing dengan dalih pernikahan, tetapi sebenarnya untuk dieksploitasi 

secara seksual atau ekonomi.62 

6. Perdagangan Pekerja Migran. 

                                                 
60Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2023: Perdagangan Perempuan dan Kerja Paksa 

di Luar Negeri, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023). 
61Nurliana, “Perdagangan Organ sebagai Kejahatan Kemanusiaan Internasional”, Jurnal 

Hukum Lex Crimen, Vol. 9 No. 4 (Juli, 2020). Hal. 59.. 
62Wahyuni, “Perdagangan Orang dalam Bentuk Kawin Kontrak”, Causa: Jurnal Hukum dan 

Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1. (Januari, 2024). Hal. 99. 
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Banyak pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO, terutama ketika 

mereka diberangkatkan secara non-prosedural. Bentuk eksploitasi mencakup 

kerja paksa, tidak digaji, hingga penyiksaan fisik dan psikis oleh majikan. 

Pelaku TPPO menggunakan berbagai modus, antara lain janji pekerjaan, pemalsuan 

dokumen, pernikahan fiktif, dan penculikan. Korban umumnya tidak menyadari 

bahwa mereka telah masuk dalam jaringan perdagangan karena pelaku sering kali 

orang dekat atau agen resmi yang menyalahgunakan kekuasaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Waktu Penelitian 

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu 

pada awal bulan agustus 2024 sampai agustus 2025. Adapun kegiatan dalam 

penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada 

sidang meja hijau dengan perincian sebagai berikut: 

1.1.Tabel Jadwal Penelitian 

 

 

Nomor Kegiatan Bulan-Tahun  
Keterangan 

Maret-April 
2024 

Desember 
2024 

Maret 
2025 

Agustus 
2025 

 
Agustus 

2025 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1. Pengajuan 

Judul 
                     

2. Seminar 
Proposal 

                    

3. Penelitian                      

4. Penulisan 
Skripsi 

                     

5. Bimbinga
n Skripsi 

                     

6. Seminar 
Hasil 

                     

7. Sidang                      
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3.1.2. Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun 

tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Riau yang 

beralamat di Jl. Pattimura No. 13 Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru 

Provinsi Riau.  

3.2.  Metodologi Penelitian 

3.2.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis-normatif yang dimana penelitian yuridis-normatif berfokus pada 

pengkajian pada suatu norma atau kiadah hukum yang dikonsepkan sebagai suatu 

aturan hukum secara positif yang berlaku didalam masyarakat. Dengan demikian 

penelitian yuridis-normatif berfokus pada pengunaan inventarisasi hukum positif, 

asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum (rechtsvinding), 

perbandingan hukum, dan sejarah hukum.63 

3.2.2. Jenis Data 

a. Bahan hukum primer. 

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat berpengaruh artinya 

mempunyai otoritas, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

menggunakan peraturan perundang-undangan. seperti peraturan 

perundang-undangan yang berakitan dengan penelitan ini yaitu Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan 

perundang-undangan lain yang berkaitan.64 

                                                 
63Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal. 

12. 
64Muhammad Citra Ramadhan, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Kaizen 

Sarana Edukasi, 2023). Hal. 34. 
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b. Bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk 

mendukung penjelasan atau penguraian bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder dapat berupa buku-buku, literatur hukum, asas hukum, 

teori-teori hukum, doktrin hukum, dan jurisprundensi yang memiliki 

kaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier. 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan sekunder, untuk menganalisis lebih dalam yaitu kamus besar 

bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

A) Penelitian kepustakaan (library research) merupakan cara dengan 

mengumpalkan berbagai bahan yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan yang 

digunakan adalah bahan buku bacaan, asas-asas hukum, teori hukum, 

literatur hukum, buku dan peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono penelitian 

kepustakaan berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang 

berhubungan dengan nilai dan norma.65 

B) Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan 

dengan berkomunikasi atau wawancara secara langsung kepada responden 

                                                 
65Abdul Wahid dan Nur Afni, Karya Tulis Ilmiah, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023). Hal. 

141. 
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atau narasumber dilapangan seperti melakukan wawancara kepada 

Ditreskrimsus Polda Riau.66 

3.2.4. Analisis Data 

Analisis data adalah akitvitas untuk memfokuskan, mengabstraksikan dan 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan 

jawaban dalam permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data menjadi alat untuk 

mengkaji secara lebih dalam masalah yang sedang diteliti serta sebagai pisau 

analisis pada masalah yang sedang diteliti jenis analisis data yang digunakan adalah 

secara kualitatif dengan pendekatan secara deduktif.  Analisis data adalah tindakan 

untuk mengkonsentrasikan pada data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh 

dari penelitian ini untuk disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian 

yuridis-normatif tindakan yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif, artinya 

penulis akan memberikan gambaran atas subjek dan objek berdasarkan hasil 

penelitian penulis.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66Ibid.  
67Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang: 

Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). Hal. 3. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

1. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang diatur didalam Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan yang mana pengaturan secara normatif perihal perbuatan pelaku 

tindak pidana orang diatur didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

2. Hambata-hambatan yang dialami Kepolisian Daerah Riau tersebut adalah 

luasnya daerah perairan yang tidak dapat dijangkau secara keseluruhan dalam 

proses penegakan hukum, kemudian para korban yang tidak merasa bahwa 

mereka sedang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, pelaku dan 

korban yang saling mengenal sehingga saling menutupi informasi untuk 

mencari fakta kejahatan tindak pidana perdagangan orang, kemudain para 

korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mengetahui identitas pada 

pelaku, penghancuran barang bukti oleh pelaku seperti menghapus atau 

mereset percakapan antar pelaku dan pelaku tindak pidana perdagangan orang 

sering menggunakan akun palsu untuk mengelabui Kepolisian Daerah Riau 

sehingga menyulitkan pihak Kepolisian dalam mencari sumber akun tersebut.  

3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau adalah 

dengan melakukan penyelidikan dan tindakan represif terhadap setiap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian 
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Daerah Riau. Kemudian upaya lain yang dilakukan adalah bekerjasama dengan 

lembaga lain seperi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP3MI) serta tindakan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum yang 

dilakukan secara berkesinambungan.  

 5.2.  Saran  

1. Diharapkan, pemerintahan melalui instansi penegakan hukum secara 

maksimal mengimplementasikan norma hukum undang-undang 

pemberantasan perdagangan orang melalui tindakan preventif maupun 

represif secara efektif dan efisien. 

2. Diharapkan, aparat penegak hukum dapat menjalin kolaborasi yang aktif 

terhadap lembaga terkait perihal krusialnya pencegahan dan penindakan 

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

3. Diharapkan, institusi penegakan hukum khususnya kepolisian 

memaksimalkan kinerja penegakan hukum sebagai upaya preventif 

dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.  
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